
 

 

WALIKOTA MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR   3  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MAGELANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan  oleh 

Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut 

retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 

 b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelayanan 

administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan maka 

penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil tidak 

dipungut retribusi;  

  c. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat 

di Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, 

maka ketentuan yang mengatur tentang rertibusi 

pelayanan kesehatan perlu disesuaikan; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 3437); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2004  Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  

Nomor  132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  tentang  

Pengelolaan Sampah (Lembaran   Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan    Lembaran   

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 69); 
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10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 5145); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang 

Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat 

Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Negara Nomor 3350); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomro 5317); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 187, 

Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5346); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594);  

24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 

Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4); 

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, 

Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran 

Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15); 

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15); 

32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 55); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA MAGELANG 

dan 

WALIKOTA MAGELANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 

2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran  Daerah Kota Magelang Tahun  2011  Nomor  17) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 38 diubah, 

angka 7, angka 22 sampai dengan angka 26 dihapus, 

serta di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) 

angka yakni angka 9a dan 9b, sehingga berbunyi sebagai 

berikut :  

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi 

tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) atau 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

6. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk 

penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan 

kepada masyarakat oleh pelayanan UPTD Rumah 

Bersalin Paten dan Laboratorium Kesehatan pada 

Dinas Kesehatan Kota Magelang. 

7. Dihapus. 

8. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan secara terus menerus kepada seseorang 

selama rawat inap UPTD Rumah Bersalin Paten. 

9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa 

menginap terhadap penderita yang masuk UPTD 

Rumah Bersalin Paten untuk keperluan pelayanan 

kesehatan. 

9a. Rumah Bersalin Paten adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kesehatan yang berupa sarana pelayanan 

kesehatan yang dikhususkan untuk memberikan 

pelayanan pertolongan persalinan dan kesehatan ibu 

dan anak. 

9b. Persalinan Normal adalah persalinan melalui jalan 

lahir yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang 

berkompeten tanpa adanya penyulit/komplikasi baik 

sebelum, selama maupun setelah proses persalinan 
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10. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan 

tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi 

oleh petugas Puskesmas. 

11. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan 

menggunakan alat dan tindakan diagnostic lainnya. 

12. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa 

tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

mengadakan percobaan/ penelitian; 

13. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah 

pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis 

untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan penderita. 

14. Visum et Repertum adalah surat keterangan yang 

diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi 

permintaan penyidik tentang kematian, luka dan 

cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan. 

15. Sampah    adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari 

manusia   dan/atau  proses   alam  yang  berbentuk 

padat.  

16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang 

sistematis,  menyeluruh, dan berkesinambungan 

yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah.  

17. Tempat   Penampungan Sementara yang selanjutnya 

disingkat TPS   adalah tempat sebelum sampah 

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat  

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,  

pemilahan, pendauran  ulang, penggunaan ulang, 

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.  

19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya 

disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan.  
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20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat 

WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 

Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara 

Indonesia. 

22. dihapus. 

23. dihapus. 

24. dihapus. 

25. dihapus. 

26. dihapus. 

27. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang 

disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah 

bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan 

golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

28. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara 

di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian 

badan jalan. 

29. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi 

parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang 

telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

30. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas umum.  

31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 

selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.  

32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian 

kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-

bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam 

rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan 

laik jalan. 
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33. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor 

angkutan orang yang memiliki tempat duduk 

maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk 

pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 

3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

34. Mobil Bis adalah kendaraan bermotor angkutan 

orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 

(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau 

yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

kilogram. 

35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang 

digunakan untuk angkutan barang. 

36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang 

dipergunakan untuk mengangkut barang yang 

seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan 

dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 

37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang 

dipergunakan untuk mengangkut barang yang 

dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya 

ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 

38. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor 

yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan 

rancang bangun tertentu.  

39. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi 

suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin 

keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran 

udara dan kebisingan lingkungan pada waktu 

dioperasikan. 

40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya 

disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan 

bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan 

menurut rancangannya. 
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41. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar 

adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan 

Usaha Mililk Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 

termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat 

usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha 

skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha 

skala kecil dan dengan proses jual beli barang 

dagangan melalui tawar menawar. 

42. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua 

bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang 

dan segala fasilitas penunjang lainnya. 

43. Kios adalah bangunan di Pasar Tradisional yang 

beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk 

memperdagangkan barang dan / atau jasa. 

44. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap 

tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk 

memperdagangkan barang dan / atau jasa.  

45. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di 

Pasar Tradisional yang dipakai untuk 

memperdagangkan barang dan / atau jasa yang 

bersifat tidak permanen. 

46. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar 

Tradisional yang dipergunakan untuk sarana 

penunjang kegiatan di Pasar Tradisional. 

47. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum 

yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / 

atau jasa di Pasar Tradisional. 

48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis 

yang dipergunakan untuk mencegah dan 

memadamkan kebakaran. 
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49. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam 

kebakaran adalah pemeriksaan  dan/ atau 

pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin 

agar alat-alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan 

jiwa  selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan 

baik. 

50. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran 

adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah terhadap gambar instalasi, 

sarana proteksi kebakaran, hidran, alarm, 

springkler, lif kebakaran dan tangga kebakaran. 

51. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang 

dipergunakan untuk membuang kotoran manusia 

yang terdiri dari gulu banyak, septic tank atau 

jumbleng dan peresapan.  

52. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam 

kakus. 

53. Pengelolaan Limbah Tinja adalah kegiatan 

penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah 

tinja.  

54. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya 

disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan 

prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah 

limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus 

penduduk, dengan cara menurunkan kandungan 

organik dan menghancurkan atau mengurangi 

kandungan mikro organisme pathogen agar limbah 

tersebut dapat dibuang dengan aman.  

55. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana untuk 

menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja 

dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan 

Limbah Tinja. 
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56. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi 

sebagai sarana penunjang untuk menempatkan 

peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk 

konstruksinya disesuaikan dengan keperluan 

penyelenggaraan telekomunikasi. 

57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem 

kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 

lainnya. 

58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan. 

59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Walikota. 

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi 

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

terutang. 
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63. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib 

Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang 

diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh 

tempo pembayaran Retribusi yang terutang. 

64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/ atau denda. 

65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan 

uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Daerah. 

66. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya 

disebut Insentif adalah tambahan penghasilan  yang 

diberikan sebagai  penghargaan  atas kinerja 

tertentu dalam melaksanakan  pemungutan 

Retribusi. 

67. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 

bidang retribusi daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

68. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan. 

69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah. 

 



- 15 - 
 

 
 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 3  

(1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. dihapus; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran; 

i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus; 

j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

  

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 

Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan jasa pelayanan kesehatan di tempat 

pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 
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4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan di : 

a. UPTD Rumah Bersalin Paten; 

b. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan 

c. Klinik Utama atau sebutan lainnya, 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan 

Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak 

swasta. 

 

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, 

ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 10 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan 

Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) dihapus.  

(3) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta 

Asuransi Kesehatan dikenakan tarif Retribusi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) dihapus.  

(5) dihapus.  

(6) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pasien 

miskin non Jaminan Kesehatan dapat diberikan 

keringanan atau pembebasan Retribusi, dengan 

menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan. 
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6. Ketentuan BAB VII dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 45 

Tingkat penggunaan jasa pengendalian Menara 

Telekomunikasi diukur berdasarkan besaran biaya 

operasional dan frekuensi pengawasan dan pengendalian 

Menara Telekomunikasi. 

8. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 46 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran X 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

9. Lampiran I, Lampiran II, dan IV sampai dengan Lampiran 

IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV sampai 

dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

10. Lampiran III dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. 

 

Ditetapkan di  Magelang 

pada tanggal  5 April 2017 

 

WALIKOTA MAGELANG, 

 

ttd 

   

 SIGIT WIDYONINDITO 

Diundangkan di Magelang 

pada tanggal      18  April 2017        

    SEKRETARIS DAERAH 

       KOTA MAGELANG, 

 

 ttd 

 

                 SUGIHARTO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR  3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH : 

(3/ 2017) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR   3   TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR  17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota 

Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat 

harus didasarkan pada Peraturan Daerah. 

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum merupakan 

salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung 

perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian materi, subjek dan obyek 

Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Angka 2 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 7 

Yang dimaksud dengan “Pola Pengelolaan Keuangan” adalah 

pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas 

berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.  

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

Angka 4 

Pasal 8 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan klinik utama atau sebutan lainnya 

adalah sarana pelayanan kesehatan lain yang 

diselenggarakan dalam rangka pengembangan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Angka 5 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Cukup jelas. 

 

Angka 7 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Cukup jelas. 
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Pasal II 

Cukup jelas.   
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